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PUTUSAN
Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir Suro Muncar, 04 Juli 2002,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal
di KABUPATEN KEPAHIANG, dengan domisili elektronik

sartka487@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir Pematang Donok, 21 Mei 1990,
agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21

November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kepahiang secara e-court dalam register Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Kph,

tanggal 21 November 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, dengan wali nikah ayah kandung
Penggugat, status Jejaka dengan Perawan, dengan mas kawin uang Rp.
100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar Tunai sebagaimana tercantum
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang pada
tanggal 26 Februari 2020;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah
tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN
KEPAHIANG sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama:
a. ANAK, NIK XXX, tempat tanggal lahir Kepahiang, 12 Oktober 2020, jenis

kelamin Laki-laki, pendidikan Belum Sekolah;
Sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Kemudian
pada tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis lagi karena Tergugat selalu mengatakan ingin cerai kepada
Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh hal sepeple
seperti masalah anak Penggugat dan Tergugat yang sering menangis ketika
Penggugat sedang melakukan pekerjaan rumah. Selanjutnya hubungan
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga sekarang
dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan
apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam
Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan
Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat
mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin
sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan
cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini
diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat dan

selalu mengatakan ingin cerai dengan Penggugat;
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6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan September 2023 berawal ketika Penggugat
menginap dirumah orang tua Penggugat selama 3 hari lalu Tergugat
menelepon Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang tetapi
Penggugat mengatakan belum mau pulang karena masih rindu dengan
orang tua Penggugat, kemudian Tergugat marah dan mengatakan akan
memesankan ojek untuk mengantar semua baju-baju Tergugat kerumah
orng tua Penggugat dan mengatakan akan menceraikan Penggugat
sehingga mulai saat itu Penggugat tidak pernah pulang kerumah kediaman
bersama dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan
diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang
cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memberikan putusan sebagai berikut::

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex

Aequo et Bono);

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang
menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang dengan relaas
panggilan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Kph, serta tidak terbukti
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat beracara secara elektronik
(electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik di XXX;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa
ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk NIK XXX, tanggal 30 Juli 2019, atas nama PENGGUGAT yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kepahiang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti
P.1;

2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah Nomor XXX, tertanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan,
Kabupaten Kepahiang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya, bukti P.2;
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B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir di Suro Muncar, 08 Januari 1978, agama
Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG,
di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah
tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan
yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena ada
pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah mendengar 1 (satu) kali cerita ibu Penggugat
tentang Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena
ketika sedang bertengkar Tergugat ucap kata cerai pada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1
(satu) bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir di Suro Muncar, 01 Januari 1989, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN
KEPAHIANG, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah

tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat;
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- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan
yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena ada
pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah mendengar 3 () kali ctigaerita ibu Penggugat
tentang Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena
ketika sedang bertengkar Tergugat ucap kata cerai pada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2
(dua) bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan
mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap
dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat
1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini
termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama,;

Pertimbangan Kewenangan Relatif
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil identitas Penggugat yang

dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh
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pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, membuktikan tentang tempat
tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum
Pengadilan Agama Kepahiang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan
Agama Kepahiang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan
Penggugat;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan dan secara
elektronik sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh
suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), meskipun
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus
dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa
hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;
Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi)

Menimbang, bahwa Pemohon beracara secara elektronik (E-Litigasi),
maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pembacaan putusan

dilakukan secara elektronik;
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Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha memberi nasehat
kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat,
namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup
rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh
karena itu perkara a quo termasuk pada perkara yang dikecualikan dari
kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat
(2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok
perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan
hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti
P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah telah
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh
Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2020, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat
harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Hakim
berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan

cerai terhadap Tergugat;
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Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat,
oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat,
apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah
memohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan
gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan
dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat legi generali ketidakhadiran Tergugat
dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang
memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende),
melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan
Penggugat, karena menurut Pasal Pasal 311 RBg. Jo. Pasal 1925 KUHperd,
pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah
pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karena itu harus didukung
dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian
dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri
dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka
berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani
pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga
atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan
adanya perselisihan dan percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;
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Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah
mengajukan bukti berupa bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi identitas
Penggugat dan kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat
membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan ikatan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan
sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk
dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang
keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa
saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir,
dalam hal ini secara pribadi (in person) di depan persidangan dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara
hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan
saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara
di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal, saksi pertama menerangkan sejak 1 (satu) bulan
yang lalu dan saksi kedua sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang. Oleh
karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian
dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat,
maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309
R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan
Penggugat dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan
dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta
yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai
suami istri yang sah sejak tanggal 26 Februari 2020 dan belum pernah
bercerai;

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1

(satu) orang anak;
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- Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya

sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah

sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka
1 huruf (b) poin (2) Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “perkara perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suamifistri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah
tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

Menimbang, bahwa saksi-saki yang dihadirkan Penggugat di
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persidangan memberikan keterangan tidak berdasarkan apa dilihat dan
didengar sendiri (testimonium de auditu) atau mengetahui secara langsung
adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat
dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi yang
lain selain yang telah dihadirkan di persidangan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang
lalu sampai sekarang;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan
Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sebagaimana ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan
Penggugat patut untuk ditolak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat
mengenai biaya perkara, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan
Penggugat patut untuk dikabulkan dengan membebankan biaya perkara
kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-
dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI
1. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Penutup

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal
21 Jumadil Ula 1445 Hijriah serta disampaikan kepada Penggugat melalui

Sistem Informasi Pengadillan pada hari itu juga Liza Roihanah, S.H.l., M.H.,
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sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan dibantu oleh Mucmainah Ika
Syari, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim
DTO.

Liza Roihanah, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti
DTO.

Mucmainah lka Syari, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan  Rp 40.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00 +
Jumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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